Menimbang

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MATAOLEO
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat
(1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan

Rencana Strategis;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis



Mer.gingat

i

Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana Tahun 2017-

2022;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4339j};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah



10.

il

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12.

13.

14.

19,

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447,

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bombana Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022;

20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Kecamatan Tipe A
dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MATAOLEO KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.

4. Bupati adalah Bupati Bombana.

5. Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati
Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah

bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan
keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber
dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas
belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala

Daerah serta target pembangunan nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat

perencanaan dibuat.

[su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah /panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang

akan datang.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam janga waktu 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian

hasil (outcome) program perangkat daerah.

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah

untuk mencapai sasaran

Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja



22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari
kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil

(outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatan dalam satu program.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku  kepentingan dalam rangka menyusun

rencana pembangunan Daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk
merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola

pemanfaatan ruang wilayah.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH
adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi,
masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan
dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi
pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan
informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling

terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan



37.

38.

(1)

(2)

(1)

(2)

pembangunan daerah.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB I
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra  Kecamatan Mataoleo Tahun  2017-2022
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Mataoleo.

BAB III
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA
KECAMATAN MATAOLEO

Pasal 3

Renstra  Kecamatan  Mataoleo Tahun  2017-2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum di
tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan
pemerintahan umum, yang disusun berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat
indikatif.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan



kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Strategis
Kabupaten Bombana untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra Kecamatan Mataoleo sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berkut:

BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat
Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat
Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati
dan Wakil Bupati

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BABIV  :Tujuan dan Sasaran
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BABVI  :Rencana Program dan Kegiatan serta



Pendanaan
BAB VII  : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

(4) Renstra Kecamatan Mataoleo sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 Janwst 2020

BUPATI BO ’

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 Janva 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H.B A HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR AI G



